PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

JL.RA.KARTININo. 11 TELP. (0451) 421170 - 422343 - 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWEST TENGAH
NOMOR : 067/22/Sek-1/Diskes

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan

prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan
akuntabel,

b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan
pengawasan publik dalam proses pelayanan kepada

A masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi

dan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan perlu

dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu (PPIDP);

pertimbangan  sebagaimana
ruf a huruf b dan huruf ¢ perlu
Kepala Dinas tentang Pejabat
‘Dokumentasi Pembantu di
Provinsi Sulawesi Tengah;
Tahun 1964 tentang
h Pengganti Undang-
ntang Pembentukan

gubah Undang-
- 1960 tentang




2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri Dan
Pemerintahan Daerah;

. 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah;

Menetapkan

KESATU tapkan Pejabat Pengelola
1lawesi
PP}

at pada masing-
mana tercantum

| bertanggung



















